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nikmat yang dianugrahkan-Nya, kecuali rasa syukur Alhamdulilla sebagai 

perbuatan yang diperintahkan, sebagaimana patut penulis haturkan atas selesainya 

pembuatan Tesis ini. 

Dalam mencapai gelar Magister Hukum seperti yang penulis cita-citakan 

telah melalui hambatan-hambatan yang membutuhkan kesabaran khususnya 

dalam meniti waktu yang dibutuhkan. Niat dan semangat menjadi teman setia 

dalam menempuh cita-cita tersebut. Doa menjadi pilar kokoh dalam menompang 

niat dan semangat membara. 

Formalitas keilmuan dari isi tesis ini tidak menunjukan kesempurnaan dari 

ilmu yang telah dimiliki penulis, oleh karena itu hanya harapan pada kemanfaatan 

dari tulisan ini sebagai amaliah yang diperintahkan-Nya. 

Kekurangan dari tulisan ini menunjukan hakikat kemanusian dari penulis, 

sehingga hanya permohonan maaf penulis haturkan.  Ucapan terimakasih dan doa 

tulus untuk Ibu, Bapak, Istri dan Anak-anakku, serta seluruh keluarga, rekan-

rekan yang tercinta Angkatan 15 Universitas Bhayangkara Bekasi khususnya 

Jurusan Magister Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Pidana. Penulis Juga haturkan 

penghargaan dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. H. Boy, 

SH.,MH. selaku pembimbing I dan Bapak DR. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., 

MH selaku pembimbing II, yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa 

pemikiran, bimbingan, dan motivasi dengan penuh kesabaran dan pengertiannya. 
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ABSTRAK 

 

Demontrasi di Indonesia mulai berkembang siginifikan setelah jatuhnya rezim orde 

baru pada tahun 1998, Hal ini menimbulkan banyak kepentingan dari setiap golongan 

dan elit pemerintah yang pada akhinya berimplikasi terjadinya Demontrasi anarkis. 
Untuk membatasi proses demokrasi yang bebas lahirlah Undang-undang No. 9 

Tahun 1998 tentang demontrasi sekaligus legalitas dalam tata cara berunjuk rasa. 

Hakim sebagai penegak hukum harus arif menyelesaikan setiap kasus demontrasi, 

kebijakan hukum salah satu solusi meyelesaikan perkara demontrasi. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengolahan data yang 

digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif 

yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan, pendapat para ahli hukum terkait 

dan analisa kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-undang Nomor .9 

Tahun 1998 tentang Demontrasi bagi yang melanggar dan untuk mengetahui 

penerapan sanksi oleh hakim bagi pelaku demonstrasi dalam prespektif Kebijakan 

Hukum Pidana. Kesimpulan dari hasil penelitian Penerapan Undang-undang 

Nomor : 9 Tahun 1998 tentang Demontrasi, bahwa seharusnya Jika suatu perbuatan 

hukum sudah diatur secara khusus “lex specialis” dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan  maka penegak hukum harus konsisten menggunakan undang-

undang  sebagai acuan pemidanaannya. KUHP Indonesia dalam awal 

perkembangannya merupakan warisan dari kolonial/penjajah, hal ini dimungkinkan 

dalam dalam penerapannya di tujukan untuk jajahannya/Negara Indonesia waktu itu, 

jadi wajar  kalau KUHP Indonesia ada yang berpendapat sudah Kadaluarsa 

dikalangan para ahli  hukum. Jadi dalam kaitanya pasal 216 dan pasal 218 KUHP 

sudah tidak relevan lagi untuk di gunakan. Hakim memang harus menerapkan hukum 

yang ada dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud dari asas legalitas 

kecuali kalau akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum.. tetapi sudah jadi tuntutan, kebijakan hukum kadang diambil oleh 

hakim hal  ini bentuk dari perwujudan moralitas hakim 

 

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana  
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ABSTRACT 

 

Demonstration in Indonesia began to develop significantly after the fall of the New 

Order regime in 1998, resulting in many interests that ultimately have implications on 

the Demonstration of anarchists. In line with the democratic process was born Law 

no. 9 of 1998 on Demonstration as well as legality in the demonstration procedure. 

Judges as law enforcers should be wise to resolve every case of demonstration, legal 

policy one solution to solve the case demonstration This research uses normative 

juridical research method. Data processing method used is descriptive qualitative 

method with normative juridical approach that is studying related literatures, opinion 

of related lawyer and case analysis in documents to clarify result of research. This 

study aims to find out the application of Law Number 9 Year 1998 on Demonstration 

for the violators and to know the implementation of sanctions by judges for the 

perpetrators of the demonstration in the perspective of the Criminal Code Policy. The 

conclusion of the research results of the Implementation of Law Number 9 Year 1998 

on Demonstration, that If a legal act has been specifically regulated "lex specialis" in 

the form of legislation, law enforcement must consistently use the law as a reference 

for its punishment. The Indonesian Criminal Code in its early development was the 

legacy of colonial / colonist, it was possible in its application in the purpose of its 

colony / the State of Indonesia at that time, so it is natural that Indonesian Criminal 

Code exist that opinion has expired among the jurists. So in kaitanya article 216 and 

Article 218 of the Criminal Code is no longer relevant for use. The judge must apply 

the existing law in the legislation as a form of the principle of legality unless it will 

cause injustice, contrary to morality or public order .. but it has become a demand, the 

policy of law is sometimes taken by the judge this form of the embodiment of judge 

morality 

 

 

Keyworld : Criminal Law Policy 
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